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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin | Nama
\ Alif - -
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& Sa’ S Es dengan titik di atas
z Jim J Je
z Ha’ H Ha dengan titik di bawah
z Kha Kh Ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal Z Zet dengan titik di atas
J Ra’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
o Sad S Es dengan titik di bawah
oA Dad D De dengan titik di bawah
L Ta T Te dengan titik di bawah
L Za Z Zet dengan titik di bawah
& ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
- Fa F Fa
S Qaf Q Qi
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<l Kaf K Ka
Lam L El
a Mim M Em
o Nun N En
B Wau W We
o Ha’ H Ha
3 Hamzah ’ Apostrof
$ Ya’ Y Ye

Hamzah (=) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda

C)-
2. VVokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
i fathah a a
| kasrah i i
i dammah u u




Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
s fathah dan ya’ ai adan i
¥ fathah dan wau au adanu
Contoh:
s : kaifa
J 3 - haula
3. iviaaaah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda

& ... |V ... | fathahdan alifatau ya’ a a dan garis di atas
— kasrah dan ya’ i i dan garis di atas
& dammah dan wau u u dan garis di atas

Sl : mata

= :rama

o :qila

o : yamiitu

4. Ta marbmah—

Transliterasi untuk ta’ marbiitah ada dua, yaitu ta’ marbiitah yang
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya
adalah [t]. sedangkan ta@’ marbitah yang mati atau mendapat harakat sukun,

transliterasinya adalah [h].



Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbitah diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu

terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:
QB 2  raudah al-atfal
ol G  al-madimah al-fadilah
25 - al-hikmah

. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( - ), dalam transliterasi ini

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda

syaddah.
Contoh:
&5 : rabbana
[ . najjaina
=3 - al-haqq
(s i nu’ima
fa : ‘aduwwun

Jika huruf . ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh

huruf kasrah (&—), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi 1.

Contoh
LW . “All (bukan ‘Aliyy atau A’ly)
f;’,& : ‘Arabi (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)
. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf O (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah
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maupun huruf gamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:
s 25 . al-syamsu (bukan asy-syamsu)
] : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
25 15 : al-falsafah
5 ,_°| : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila
hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab ia berupa alif.

Contoh:
0o . ta ' murina
il
o4 :al-nau’
4,4 s syai’un
s
g, 4 ;umirtu
Q}f‘

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,
istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata,
istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari
perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa

Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi
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ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-
Qur’an), alhamdulillah, dan munagasyah. Namun, bila kata-kata tersebut
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi
secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba’in al-Nawawr

Risalah fi Ri’ayah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal),
ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:
& 2y Dmu A billah

adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

Jjalalah, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

é‘m PR 3 i"i hum 7 rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps),

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia
yang berlaku (EYD). Huruf Kkapital, misalnya, digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-),

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut,
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bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-).
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi
yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Quran

Nasir al-Din al-Tust

Nasr Hamid Abii Zayd

Al-Tafi

Al-Maslahah fi al-Tasyri’ al-Islamr

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata lbnu (anak dari) dan
Abt (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama
terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau

daftar referensi. Contoh:

Abi al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abi al-
Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abi al-Walid Muhammad Ibnu)
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B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = Subhanahu Wa Ta‘ala

SAW. = Sallallahu ‘Alaihi Wasallam

AS = ‘Alaihi Al-Salam

QS.../....4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
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ABSTRAK

Muhammad Irwin, 2024:“Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi
mappasikarawa dalam pernikahan adat Bugis di Desa Bone Subur
Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara” Skripsi
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing. Andi Sukmawati Assaad,
dan Syamsuddin.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap
tradisi mappasikarawa dalam pernikahan adat Bugis di Desa Bone Subur
Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara. Masalah pada penelitian ini
adalah Bagaimana proses pelaksanaan dan pemahaman Masyarakat tentang adat
mappasikarawa dalam perkawinan adat Bugis di desa Bone Subur kecamatan
Sabbang Selatan kabupaten Luwu Utara, Bagaimana tinjauan hukum keluarga
Islam tentang adat mappasikarawa pada perkawinan suku Bugis di Bone Subur,
kecamatan Sabbang Selatan, kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan
penelitian kualitatif dengan jenis lapangan (field research) penelitian ini
berlangsung di desa Bone Subur. Adapun sumber data menggunakan data primer
dan sekunder teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Pemriksaan keabsahan data dengan menggunakan
teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, 1),. Proses
pelaksanaan adat Mappasikarawa/mappasiluka merupakan kegiatan dimana
mempelai laki-laki diarahkan untuk menyentuh mempelai wanita yang merupakan
sentuhan pertama dari mempelai laki-laki terhadap istrinya. Prosesi ini dianggap
sangat penting bagi masyarakat suku Bugis di Desa Bone Subur dan mengandung
makna yang sangat mendalam mengenai bahtera rumah tangga. karena menurut
pandangan mereka sentuhan tersebut akan menentukan bagaimana keberhasilan
keluarga yang akan mereka jalani nantinya sebagai suami istri. 2). Tinjauan dari
segi hukum keluarga Islam, prosesi adat Mappasikarawa disebut juga Urf shahih
karena itu hanya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh suku Bugis, hukumnya
boleh-boleh saja selama tidak bertentangan dengan syariat, berdasarkan hal
tersebut, hikmah ataupun tujuan utama dalam pelaksanaan prosesi adat
Mappasikarawa yaitu agar rumah tangga tetap keadaan sakinah mawaddah dan
warahma

Kata kunci : Mappasikarawa, pernikahan adat Bugis
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ABSTRACT

Muhammad Irwin, 2024: "Review of Islamic law on the mappasikarawa
tradition in Bugis customary marriages in Bone Subur Village,
Subdistrict Sabbang Selatan, Luwu North Regency" Islamic Family
Law Study Program Thesis, Faculty of Syariah, Palopo State
Institute of Islamic Religion. Guided. Andi Sukmawati Assaad, and
Syamsuddin.

This thesis discusses the Islamic Family Law Survey on the
mappasikarawa tradition in Bugis traditional marriages in Bone Subur Village,
Sabbang Selatan District, Luwu North Regency. The problem in this research is
how the process of implementation and community understanding of
mappasikarawa customs in Bugis traditional marriages in Bone Subur village,
Sabbang Selatan subdistrict, Luwu North regency, How to review Islamic family
law about mappasikarawa customs in Bugis tribe marriages in Bone Subur,
Sabbang Selatan subdistrict, regency North Luwu. This research uses qualitative
research with field research (field research) this research takes place in the village
of Bone Subur. The data sources use primary and secondary data collection
techniques using observation, interview, and documentation methods. Checking
the validity of data by using data analysis techniques using data reduction, data
presentation and drawing conclusions.

Based on the results of the research done by the author, 1). The process of
implementing Mappasikarawa/mappasiluka custom is an activity where the groom
Is instructed to touch the bride which is the first touch of the groom towards his
wife. This procession is considered very important for the Bugis tribe community
in Bone Subur Village and contains a very deep meaning about the household ark.
because according to their view the touch will determine the success of the family
they will lead later as husband and wife. 2). An overview in terms of Islamic
family law, the Mappasikarawa custom procession is also called Urf sahih
because it is only a custom done by the Bugis tribe, the law is fine as long as it
does not conflict with the Sharia, based on that, the wisdom or the main purpose
in the implementation of the Mappasikarawa custom procession namely so that
the household remains in a state of sakinah mawaddah and warahma

Keywords: Mappasikarawa, Bugis traditional wedding

XXii



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut tinjauan hukum Islam tradisi mappasikarawa adalah mubah
karena pelaksanaan ritual tersebut tidak mengandung kemudaratan dan tidak
bertentangan dengan hukum Islam. ini adalah sebuah ‘urf yang benar. Menurut
tinjauan hukum Islam terhadap praktik Mappassikarawa dalam pernikahan adat
suku Bugis adalah boleh dilaksanakan karena dalam pelaksanaan adat
Mappasikarawa tidak mengandung kemudharatan dan tidak bertentangan dengan
ajaran Islam.!

Tujuan dari pernikahan yang sejati dalam Islam merupakan pembinaan
akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga terjadi hubungan antara dua
gender yang berbeda hingga dapat membangun kehidupan baru secara kultural
dan sosial. Hubungan dalam bangunan pernikahan tersebut adalah kehidupan
rumah tangga serta terbentuknya generasi keturunan manusia yang dapat
memberikan kemaslahatan untuk masa depan masyarakat dan negara.?

Umumnya Masyarakat di Desa Bone Subur melaksanakan Tradisi
Mappasikarawa dengan harapan agar kedua mempelai mendapat kerukunan atau
keharmonisan dalam menjalani kehidupan sesama keluarga besar kedua belah
pihak. Namun fakta yang ada di Desa Bone Subur masih ada Masyarakat yang

kurang memahami mengenei makna tradisi mappasikarawa dan terdapat

! Alfina Damayanti, Ummi Salami Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Mappasikarawa
dalam Perkawinan Suku Bugis Jurnal IlImu-Ilmu Hukum Dan Syariah 11 (1), 2022),41
2, Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2001



perbedaan dari segi proses Mappasikarawa yang dilakukan Masyarakat Bugis
yang lainya. Namun Sebagian masyarakat kurang memahami secara hakiki atau
nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi Mappasikarawa.

Pernikahan merupakan hal yang sakral dalam kehidupan masyarakat suku
Bugis, maka tidak jarang sebelum sampai ke tahap ijab kabul banyak tradisi
dalam pernikahan yang mesti dilalui oleh pasangan yang ingin menikah. Namun,
di samping tradisi yang begitu ketat, masyarakat Bugis tidak mengenyampingkan
nilai-nilai agama dalam pernikahannya, bahkan memadukan antara kuatnya adat
dan ajaran Islam.?

Adat istiadat sangat berpengaruh dalam sebuah pernikahan dan harus tetap
terlaksana salah satunya seperti tradisi dalam masyarakat Bugis yang ada di Desa
Bone Subur yaitu mappasikarawa, tradisi mappasikarawa adalah salah satu
rangkaian dalam pernikahan yang bersumber dari adat-istiadat dengan tujuan
untuk merekatkan hubungan kedua mempelai yaitu pria dan wanita, selain
merekatkan hubungan dari kedua mempelai, tradisi ini juga dipercayai bahwa
dalam kegiatan mappasikarawa bisa memperbaiki rezeki, setelah kedua mempelai
menjalani hidup sehari-hari banyak yang menyebabkan perceraian.

Suku Bugis terkenal dengan adat istiadatnya yang kental seperti di daerah
desa Bone Subur. Masyarakat suku Bugis di desa Bone Subur masih menjunjung
tinggi tradisi dan adat istiadat yang dipakai dari dahulu hingga sekarang.
Masyarakat setempat telah menerapkan seperti halnya di desa Bone Subur,

kecamatan Sabbang Selatan, kabupaten Luwu Utara, dimana terdapat adat dan

3 Abd. Sataril Hag. Islam Dan Adat Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis:
Analisis Interaksionisme Simbolik, Jurnal Al-Hukama, 10 (2), 2020: 352.



kebiasaan yang masih dipertahankan yang dikenal dengan tradisi
“Mappasikarawa .

Fenomena ketidakcocokan antara suami dan istri sehingga menyebabkan
perceraian di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu
Utara dalam temuan peneliti dilatarbelakangi oleh faktor yakni dikarenakan
sebagian masyarakat kurang memahami simbol dan makna yang terkandung
dalam tradisi mappasikarawa sehingga menanggap sepeleh kebiasaan-kebiasaan
orang-orang terdahulu.

Masyarakat Bugis memiliki keunikan dalam pelaksanaan perkawinan,
seiring dengan perekembangan zaman, sentuhan tekhnologi modern telah
mempengaruhi dan menyentuh masyarakat sulawesi selatan, khususnya di tanah
luwu, namun kebiasan-kebiasan yang merupakan tradisi turun-temurun bahkan
telah menjadi adat masih sukar untuk dihilangkan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut
masih sering dilakukan meskipun dalam pelaksanaannya telah mengalami
perubahan, namun nilai-nilai dan makna masih tetap terpelihara dalam setiap
upacara pernikahan tersebut.*

Seiring perkembangan zaman maka untuk memperbaiki dan
mengantisipasi hal tersebut perlu memperbaiki pola pikir, mental serta
kemandirian ekonomi agar dapat meminimalisir konflik dan perceraian yang ada
dalam rumah tangga, salah satunya adalah menjaga tradisi. Mungkin para

pembaca merasa masih penasaran dengan kebiasaan yang menjadi adat

4 Muh.Sudirman,dkk. Tradisi Mappasikarawa Dalam Pernikahan Adat Bugis, Jurnal As-
Shahabah, 5(1), 2019: 92



perkawinan masyarakat Bugis di Desa Bone Subur dan ingin mengetahui segi
hukum Islamnya dan pelaksanaannya dalam Perkawinan adat-istiadat tersebut.

Tradisi mappasikarawa telah menjadi sesuatu yang wajib diadakan bagi
masyarakat Salah satu daerah yang masih mempertahankan tradisi mappasikarawa
ini adalah di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu
Utara, maka dari itu penulis sangat tertarik meneliti aspek hukum perkawinan
masyarakat Bugis di Desa Bone Subur ditinjau dari sudut pandang hukum
keluarga Islam yang relevan dengan keudayaan masyarakat tersebut yang pastinya
mempunyai nilai-nilai dan moral serta tujuan yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti
lebih jauh mengenai “ Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi
Mappasikarawa Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Desa Bone Subur Kecamatan
Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara”.
B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini bagi peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan adat mappasikarawa dalam perkawinan
adat Bugis di desa Bone Subur kecamatan Sabbang Selatan kabupaten
Luwu Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam tentang adat mappasikarawa
pada perkawinan suku Bugis di Bone Subur, kecamatan Sabbang Selatan,

kabupaten Luwu Utara?



C. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan adat mappasikarawa dalam
perkawinan adat Bugis di desa Bone Subur kecamatan Sabbang Selatan
kabupaten Luwu Utara

2. Untuk mengetahui tinjauan hokum keluarga Islam tentang adat
mappasikarawa pada perkawinan suku Bugis di Desa Bone Subur
kecamatan Sabbang Selatan kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang
jelas mengenai adat mappasikarawa pada masyarakat desa Bone Subur
kabupaten Luwu Utara.
2. Secara teoritis penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang
jelas mengenai tinjauan hukum keluarga Islam tentang Mappasikarawa
pada perkawinan suku Bugis di Desa Bone Subur kecamatan Sabbang
Selatan kabupaten Luwu Utara.
E. Defenisi Oprasional

Menghindari kekeliruan penafsiran terhadap pengertian yang sebenarnya,
maka peneliti menjelaskan beberapa kata dalam judul penelitian ini sebagai
berikut:
1. Tradisi Mappasikarawa

Indonesia yang kaya jenis adat istiadat dan budaya memiliki tradisi

pernikahan yang beragam. Tiap suku memiliki ciri khas masing-masing dalam



melaksanakan prosesi pernikahan secara adat. Salah satunya adalah yang disebut
Mappasikarawa dalam adat perkawinan Bugis. Tradisi Mappasikarawa adalah
salah satu prosesi pernikahan Bugis ysng dilakukan di rumah pengantin wanita
yang diadakan setelah prosesi akad nikah dan sudah secara sah menjadi suami istri
Pernikahan Adat Bugis

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita
sebagai suami istri yang merupukan pintu gerbang kehidupan berkeluarga
yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyrakat.
Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagikesejahteraan
masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya.®
2. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga dalam literatur figih (hukum) Islam umumnya dikenal
dengan istilah hulquq al usrah atau huquq al g;ilah (hak-hak keluarga), ahkam al-
usrah (hukum-hukum keluarga) dan ganun al usrah (undang-undang keluarga).
Sedangkan dalam literatur berbahasa Inggris istilah "hukum keluarga" dikenal
dengan family law. Kendatipun dalam peristilahan antara hukum keluarga
menurut Islam dan menurut hukum sekular sama, tapi secara substansial jelas
berbeda. Disamping faktor budaya dan sistem keyakinan jelas sangat berbeda
dengan hukum sekular, hukum keluarga menurut Islam bersumber pada Alquran
dan sunnah. Hukum keluarga dalam Islam mencakup empat subsistem hukum.®

a. Pernikahan.

® Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan
Hukum 1.1 (2022): 26

& Muhammad Amin Summa, Hukum Kekeluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada,2004).131



Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita
sebagai suami istri. la merupukan pintu gerbang kehidupan berkeluarga
yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyrakat.
Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagikesejahteraan
masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya.’

b. Pengasuhan anak

Hukum keluarga Islam menetapkan pedoman yang jelas mengenai
hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak setelah perceraian.
Persoalan ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap ajaran-ajaran Islam
yang mengatur hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua. Pengasuhan
anak pasca perceraian memerlukan pendekatan yang bijaksana dan sensitif
terhnadap kepentingan dan kesejahteraan anak, sejalan dengan nilai-nilai serta
norma norma agama lslam?®
c. Kewarisan dan wasiat

Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seorang ang telah
meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut
dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah
untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti faraid, fikih mawaris dan

hukm al-waris.®

" Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan
Hukum 1.1 (2022): 26

8Anam, Muhammad Abil, and Yushinta Eka Farida. "Pengasuhan Anak Pasca Perceraian
dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) 4.3
(2023): 1650

Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam. Prenada Media, 2015.5



Wasiat adalah satu dari bentuk-bentuk penyerahan atau pelepasan harta
dalam syariat Islam. Wasiat memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam syariat
Islam. Wasiat juga disebut testament adalah “pernyataan kehendak seorang
mengenai apa yang akan kelak dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal
dunia kelak”, pelaksanaan wasiat ini baru akan dilakukan setelah pewaris
meninggal dunia.’

d. Perwalian dan pengawasan.

Secara etimologi kata perwalian berasal dari kata walindan jamak awliya.
kata yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fikih Islam
perwalian itu disebut dengan Al-Walayah (orang yang mengurus atau yang
menguasai  sesuatu), sedangkan al-wali yakni orang yang mempunyai
kekuasaan.!

Pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok,
mengo-reksi yang salah dan membenarkan yang hak.1Setiap organisasi di
dalam mencapai tujuan yang telah dicanangkan atau
ditetapkansebelumnya, akan berhasil bila organisasimampu melaksanakan
pengawa-san dalam pelaksanaan kerja.!?

3. Desa Bone Subur
Desa Bone Subur bertetapan di kecamatan Sabbang Selatan, kabupaten

Luwu Utara, jarak tempuh desa Bone Subur dari ibu kota kabupaten yaitu

OAisyah, Nur. "Wasiat dalam pandangan hukum Islam dan BW." El-lgthisady: Jurnal
Hukum Ekonomi Syariah (2019).55

UMuhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di keluarga Islam, (Jakarta : PT
Raja Grafindo 2001).134

2Beddu, Sultan. "Fungsi Pengawasan dalam Tinjauan Pendidikan Islam.” Ash-Shahabah:
Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 6.1 (2020): 41



Masamba kurang lebih 30 KM dan memakan waktu setengah jam perjalanan,

dimana daerah tersebut yang masyarakatnya mayoritas Bugis.



BAB Il
KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Penilitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian dan dengan
adanya penelitian terdahulu ini, dapat melihat kelebihan serta kekurangan antara
peneliti sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis
dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga
dapat mempermudah pembaca untuk melihat perbedaan dari persamaan teori yang
digunakan oleh penulis dengan penulis yang lainnya dengan masalah yang sama.
Penelitian terdahulu dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi yang nantinya
membantu pelaksanaan penelitian. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang
dilakukan oleh:
1. Rifdah Dzahabiyya Zayyan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi
Mappasikarawa Dalam Perkawinan Adat Bugis®®
Dalam penelitian membahas tentang hasil penlitian menunjukkan bahwa
masyarakat Bugis di kelurahan Kota Karang Raya menganggap bahwa Tradisi
Mappasikarawa adalah tradisi yang sangat berpengaruh dalam perkawinan
mengandung makna membawa kenerkahan bagi kehidupan kedua mempelai.
Proses pelaksanaan Mappasikarawa tersebut dilakukan setelah akad nikah, yang

dimana mempelai laki-laki menghampiri mempelai wanita untuk melakukan

13 Rifdah Dzahabiyya zayyan, Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappasikarawa
Dalam Perkawinan Adat Bugis, Skripsi, (universitas Islam Negri Lampung, Fakultas Syariah,
Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2022).

10
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tradisi Mappasikarawa yang ditunutun oleh Pappasikarawa untuk bersentuhan,
salah satunya mencium kening istri.

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian Rifdah dzahabiyya zayyan
adalah sama-sama mengkaji tentang Adat Mappasikarwa pada masyarakat Bugis,
setelah diperiksa ada perbedaan mendasar dapat dilihat pada penelitian yang lebih
fokus pada bagian tinjauan hukum kelarga Islam tentang adat Mappasikarawa
pada perkawinan suku Bugis di Desa Bone Subur kecamatan Sabbang Selatan
kabupaten Luwu Utara.

2. Rizki Ainun, Nurnaningsih Prosesi Mappasikrawa Dalam Adat Botting di
Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone'“.

Dalam penelitian membahas tentang Mappasikarawa adalah prosesi Adat
Bugis Bone yang secara turun-temurun dilaksankan oleh masyarakatnya terkhusus
pada masyarakat di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.
Mappasirarawa sentuhan pertama mempelai pria kepada wanita yang sudah sah
menjadi istri.

Aspek persamaan yang dikaji dalam penilitiannya Rizki Ainun,
Nurnaningsih adalah sama-sama mengkaji tentang adat Mappasikarawa. Namun,
diperiksa ada perbedaan mendasar dapat dilihat pada penelitian adat
Mappasikarawa dalam adat botting di desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten
Bone sedangkan studi ini lebih fokus membahas tentang tinjauan hukum kelarga
Islam tentang adat Mappasikarawa pada perkawinan suku Bugis di Desa Bone

Subur kecamatan Sabbang Selatan kabupaten Luwu Utara.

YRizki Ainun, Nurnangsih Prosesi Mappasikrawa Dalam Adat Botting Di Desa Sanrego
Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, Jurnal, (Universitas Islam Negri Alauddin Makassar Program
Studi Hukum Keluarga Islam 2021).



12

3. Buku yang ditulis Hj. Iffa Muzammil pad tahun 2019 dengan judul Figh

Munagahat (hukum pernikahan dalam Islam).™
Buku dengan judul Figh Munagahat tersbut membahas tentang beberapa
aspek hukum pernikahan dalam Islam yaitu persyaratann perkawinan, tanggung
jawab pernikahan, perceraian, poligami. Persamaan penelitian terdahulu dengan
penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum Islam dalam
pernikahan sedangkan perbedaan penelitian terdahulu mengkaji tentang aspek-
aspek dalam pernikahan sedangkan penelitian ini mengkaji tentang tinjaun hukum

Islam terhadap tradisi mappasikarawa dalam pernikahan adat Bugis di desa Bone

Subur.

4. Tesis yang ditulis m. juwaini pada tahun 2018 dengan judul nilai-nilai moral
dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis dan relevansinya dengan nilai-
nilai pendidikan Islam (studi di kecamatan panca rijang kabupaten sidrap)*®

Hasil penelitian menunjukkan, nilai-nilai moral yang terkandung dalam
ritual adat pernikahan Bugis diantaranya moral terhadap Tuhan berupa
harapan/cita-cita, persatuan, moral individu berupa kebersihan dan kehati-hatian,
moral terhadap keluarga yaitu memohon maaf dan keikhlasan, moral kolektif
yaitu sipakalebbi, silaturahim, kesopanan dll, moral terhadap alam dengan
menjadikan hasil bumi sebagai simbol untuk menunjukkan sesuatu yang baik.

Aspek persamaan yang dikaji dalam penilitian m. juwaini adalah sama-sama

mengkaji tentang adat pernikahan Masyarakat Bugis Namun, diperiksa ada

B Muzammmil Iffa. “Figh Munagahat: Hukum Pernikahan dalam Islam”.
(Tangerang, Tira Smart,2019, 93

16 Juwaini, M. "Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan
Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Studi Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten
Sidrap)." Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga (2018).188
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perbedaan mendasar dapat dilihat pada penelitian Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual
Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan
Islam (Studi Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap sedangkan studi ini lebih
fokus membahas tentang tinjauan hukum kelarga Islam tentang  adat
Mappasikarawa pada perkawinan suku Bugis di Desa Bone Subur kecamatan
Sabbang Selatan kabupaten Luwu Utara.
B. Landasan Teori
1. Syarat Dan Hukum Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang adanya hukum itu tergantung pada adanya
sesuatu itu, dan tidak adanya menjadi tidak adanya hukum. Yang dimaksud adalah
keberadaan menurut syara’ yang dapat meimbulkan suatu pengaruh. Kemunulan
syarat ini biasanya mengiringi suatu perbuatan, di mana seseorang dianggap
cakap dan mampu untuk pantas melakukan suatu tindakan. Untuk itu dalam
menjalankan suatu perbuatan, sesorang harus memenuhi syarat yang telah
ditentukan. Jika syarat itu belum mampu untuk dipenuhi, maaka suatu perbuatan
belum boleh dijalankan.’

hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan
perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat
dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah.

Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul,

17 Rifdah, Dzahabiyya Zayyan. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappasikarawa
Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung
Timur). Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.28
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tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata
mubah.8

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, keberadaan syarat dalam suatu
perbuatan wajib dipenuhi dan jika tidak dipenuhi maka perbuatan yang dilakukan
tidak dianggap dijalankan. Secara sederhana syarat adalah sesuatu yang harus
dipenuhi sebelum melakukan sesuatu. Namun demikian hal nya, keberadaan
syarat di luar dari perbuatan pokoknya.*®

Abdul Wahab Khallaf, dalam pemahamannya syarat adalah sesuatu yang
berada di luar sesuatu yang disyaratkan. Tidak adanya syarat menjadi tidak
adanya yang disyaratkan, tetapi adanya syarat belum tentu menjadikan adanya
yang di syaratkan.?® Sebagai contohnya adalah wudhu menjadi syarat dalam
shalat, tetapi adanya wudhu belum tentu adanya shalat. Dari rukum perkawinan
diatas, maka menjadi syarat perkawinan adalah :%*

a. Calon mempelai laki-laki, syaratnya adalah seorang laki-laki, beragama
Islam, Bukan mahram bersama calon istri, Berdasarkan kerelaan sendiri dan
bukan dalam suasana terpaksa.

b.  Calon istri mempelai perempuan, syaratnya adalah Seorang perempuan,
beragama Islam, bukan mahram bersama calon suami, sudah akil baligh, tidak

dalam masa iddah, bukan istri orang lain.

18 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figih Munakahat
dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), 43.

Rifdah, Dzahabiyya Zayyan. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappasikarawa
Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung
Timur). Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.29

20 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al-Figh, 164.

2L Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 71-
72
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c.  Wali nikah, syaratnya adalah laki-laki, beragama Islam, aqil baligh, adil,
tidak cacat akal pikiran, tuna wicara, atau uzur.

d. Dua orang saksi, syaratnya adalah laki-laki, beragama Islam, adil, akil
baligh, berakal, tidak terganggu kesehatannya, hadir saat prosesi akad nikah.

e. ljab Qabul, syaratnya adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali,
adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria, memakai kata-kata
nikah, antara ijab dan gabul bersambung, antara ijab dan gabul jelas maksudnya,
majelis ijab dan gabul itu menimal harus dihadiri empat orang yaitu, calon
mempelai laki-laki, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang
saksi.

Hukum Islam dalam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila
memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun
perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu
rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud
dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak
termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi
maka akibatnya perkawinan tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun
perkawinan yaitu: Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon
mempelai pria dan wanita, wali dari calon mempelai wanita, dua orang saksi agad
nikah?

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak

merujuk pada Al-qur’an, al-hadits, Ijma’ ulama figh, serta Ijtihad ang mengatakan

22 DEMAK, RizKky Perdana Kiay. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam
di Indonesia. Lex Privatum, 2018, 6.6.
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bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan Allah dan rasululah.
Sebagaimana firman Allah swt yaitu Surat Adz-dzariyat Ayat 59 dan an-Nisaa’

ayat 1:

Oslamiing Y6 2glaal 5 e 0555 1,20 oAl S5

Terjemahnya

Sesungguhnya orang-orang yang zalim mendapatkan bagian (azab) seperti
bagian teman-teman mereka (dahulu). Maka, janganlah mereka meminta
kepada-ku untuk menyegerakannya®

L00
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Terjemahya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu
dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya
(Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan
perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-
Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Sebagaimana yang terurai di atas ayat Al-qur’an dijadikan sebagai dasar
menjalankan suatu perkawinan. Jumhur ulama (maoritas ulama) memiliki
apendapat bahwa perkawinan pada dasar hukumnya adalah sunnah. Ulama

Malikiyah ~ Muta’akhirin ~ memiliki pendapat bahwa perkawinan
“hukumnya bisa bermacam-macam Sebagian hukumnya bisa wajib, Sebagian lagi

bisa jadi sunnah dan mubah. Adapun ulama syafi’iyah menampaikan bahwa

23 Kementrian Agama RI,al-Qur’an dan Terjemahannya (Unit Percetakan al-Qur’an:
Bogor, 2018): 759

24 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (Unit Percetakan al-Qur’an:
Bogor, 2018): 100
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hukum asal suatu perkawinan ialah mubah, selain ang sunnah, wajib, haram dan
makruh.?®

Pernikahan adalah suatu hal yang disyaria‘atkan dalam syariah. Dengan
kata lain bahwa hukum dari pernikahan adalah sunnah namun hukum tersebut
dapat berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Perkawinan adalah
sunatullah dan hukum alam di dunia. Hukum pernikahan berdasarkan kaidah Figh
al-ahkam al khamsa yaitu:?°
a. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib untuk pria dan Wanita ang telah memilliki
kemampuan melaksanakannya serta memilliki rasa takut jika terperosok dalam
perbuatan zina. " Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi keormatan pria
dan Wanita tersebut. Adapun hal sebaliknya dijelaskan dalam al-Qur’an Surat

An-Nur ayat 33:28
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Terjemahnya

%5 Abd. Rahman Ghozaly, Figh Munakahat, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 18

%6 Indah Purbasari, Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia, (Malang : Setara
Press, 2017),79

27 Sayyid Sabiqg, figih Sunnah diterjemahkan Oleh Syaugina dan Abu Aulia Rahma,
(Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013) 206

28Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-malibary, Fathul Muin bi SyahrilQurrotil Aini
diterjemahkan oleh Aliy As’ad, (Kudus: Menara Kudus, 1980)2
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Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian
(diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan
karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan
perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka
jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada
mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.
Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan
pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu
hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa
mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.?*

b. Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah apabila seseoramg yamg sudah memiliki
kemampuan materil maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah
dan dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus
dalam perbuatan zina. Kecuali imam syafi’i, jumhur ulama berpendapat jika ada
orang yang demikian maka baiknya ia dibeerikan pengertian untuk segera
melakukan perkawinan, karena perkawinan lebih baik dari pada ibadah sunnah
lainnya.
c. Mubah

Mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu
perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah suatu perkara yang diperintahkan,
dianjurkan ataupun dilarang. Dengan kata lian, perkara mubah kemungkinan
seorang memilih antara melakukan dan meninggalkan. Mubah dalam bahasa
hukum adalah sesuatu ang diizinkan. Kaidah ushul figh menuliskan bahwa hukum

asal sesuatu itu mubah pada dasarnya berlaku atas segala hal yang tidak masuk

29 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (Unit Percetakan al-Qur’an:
Bogor, 2018): 493
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klasifikasi /dalil perintah, anjuran hal yang patut dihindari ataupun larangan.
Untuk seorang yang dapat melakukan perkawinan tapi ia tidak melakukan
perkawinan sebab ia tidak khawatir akan berbuat zina dan jika ia melakukan
perkawinan ia tidak dapat menyianyiakan istri. Perkawinan itu hanya ia lakukan
atas dasar memenuhi nafsunya saja bukan bertujuan menjaga kehormatan agama
dan menciptakan rumah tangga yang Sejahtera. *°
d. Makruh

Makruh pada dasarnya adalah kebalikan dari sunnah. Jika sunnah adalah
suatu yang dianjurkan, makruh adalah suatu yang dibenci oleh Allah sehingga
perbuatan yang bersifat makruh patut untuk dihindari. Untuk orang yang bisa
melaakukan perbuatan zina meskipun ia tidak kawin. Tetapi ia tidak memiliki
keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik. 3!
e. Haram

Haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak. Jika orang
yang beragama Islam menaati aturan hukum Islam maka ia akan memperileh
ganjaran berupa pahala, jika melanggar maka berdosa. Perkara haram ini adalah
kebalikan halal (jaiz’mubah/boleh). Menyatakan sesuatu haram adalah haknya
yang telah jelas terdapat pada Al-qur’an dan sunnah.3? Karenanya, seorang
mujtahid wajib berhati-hati Ketika menafsirkan dan menetapkan suatu yang

haram pada dasarnya telah ditetapkan Al-qur’an seperti; larangan riba (al--

30 Cahyani, Tinuk Dwi. Hukum Perkawinan. Vol. 1. UMMPress, 2020.5
81 Cahyani, Tinuk Dwi. Hukum Perkawinan. Vol. 1. UMMPress, 2020.6
32 Cahyani, Tinuk Dwi. Hukum Perkawinan. Vol. 1. UMMPress, 2020.6
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Bagarah:275, larangan makan babi bangkai, darah, sembelihan tanpa menyebut

nama Allah (Q.S al-Maidah ayat 5).
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Terjemahnya

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan
(sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi
mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang
menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan
perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang
yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin
mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk
menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka
sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang
yang rugi.®

Sedangkan dasar hukum perkawinan lainnya terdapat juga dalam
KUHPerdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan mengenai
pengertian dan asas-asas perkawinan.dan untuk hukum perkawinan menurut adat
tergantug dari Keputusan atau peraturan perikatan adat, namun dalam hal ini

Negara tetap me lakukan koordinasi dan pengawasan terhadapnya.*

2. Perkawinan Dalam Hukum Adat
Menurut bahasa Kata “adat” berasal dari Bahasa Arab, yang jika diartikan
dalam Bahasa In donesia artinya kebiasaan. Menurut istilah Adat atau kebiasaan

yaitu suatu perilaku individu/seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara

33 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (Unit Percetakan al-Qur’an:
Bogor, 2018): 144
3 Cahyani, tinuk dewi. Hukum perkawinan. (UMMPress, 2020).3-6
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tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya
adalah: Adanya tingkah laku seseorang, dilakukan terus menerus, adanya dimensi
waktu, diikuti oleh orang lain®

Adat telah dikaji dalam berbagai literatur sebagaimana ditulis oleh Andi
Sukmawati Assaad, masyarakat adat adalah masyarakat yang menjalani
kehidupannya sendiri dan memanfaatkan dunianya sendiri, juga masyarakat adat
adalah masyarakat yang berada pada suatu wilayah secara turun-temurun dan
membangunkan nilai-niai ideologi, politik dan budaanya sendiri. Dan wilayah
dalam konteks ini adalah masyarakat yang mempunyai hak dan tanggung jawab
tertentu yang mereka harus sampaikan secara lisan dan pertomatif melalui cerita,
ekspresi dan kekeluargaan.®

Adat merupakan istilah tekhnik ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan
kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan-
perundangan serta dibentuk oleh pemerintahan. Hukum adat di Indonesia
merupakan salah satu contoh hukum yang tidak tertulis, yang meliputi peraturan
hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak berwajib, tetapi tetap dipatuhi masyarakat
berdasarkan keyakinan bahwa aturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Adat
istiadat merupakan hukum tertua, mengenai sumber dari mana dikenal berasal dari

luar aturan Undang-undang.®’

3 Yulia, Buku Ajar Hukum Adat, Cet.1, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 1

3 Assaad, Andi Sukmawati, et al. “Gender Equity in Inheritance System:The
Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law.” AL-AHKAM: Jurnal Hukum &
Pranata Sosial 17.2(2022):458-479

37 Sudikno Mertokusumo, Mengenai Hukum, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,
2007),104
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Hukum adat pada umumnya tidak ditulis, pada suatu negara hukum syarat
berlaku sebuah hukum yaitu asas legalitas. Asas legalitas artinya adalah tidak ada
hukum selain yang tertulis di dalam hukum. Hal ini mempunyai tujuan terjamin
kepastian hukum. Tetapi jika pada suatu sisi seorag hakim tidak dapat
menemukan aturannya dalam hukum yang hidup dalam suatu masyarakat. Diakui
keabsahannya atau tidak, namun aturan adat ternyata mempunyai peran dalam
Sistem Hukum Nasional di Indonesia.®

Hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi
mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang
sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah
para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum
Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang
membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan
perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.
Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang
berlaku dimasyarakat itu*

perkawinan tentulah mematuhi hukum-hukum baik itu Hukum yang
diciptakan oleh pemerintah maupun hukum adat hukum Islam. Secara hukum
pemerintah yaitu pemerintah menciptakan undang-undang perkawinan. Begitu
juga pada hukum Islam diatur, Bagaimana cara perkawinan itu dilakukan baik

sehingga tidak melanggar norma-norma yang diatur dalam hukum Islam. Begitu

% Ahmad Tahali, Hukum Adat Di Nusantara Indonesia, Jurnal Syariah Hukum Islam,
Vol. 1, No. 2, 2018,74

3% Purwadi, Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2005),154
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juga perkawinan diatur oleh hukum adat yaitu setiap daerah mempunyai
perbedaan-perbedaan yang melekat pada daerah setempat misalnya adat Aceh
melakukan perkawinan berbeda dengan adat suku Minang, namun mereka tetap
mengedepankan aturan- aturan Islam maupun aturan-aturan pemerintah yang telah
diciptakan sehingga perkawinan itu dapat dianggap sah dan diterima oleh
masyarakat.*°

Setiap perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami istri baik itu yang
baru pertama maupun pernikanan yang kedua menurut peraturan undang-undang
pernikahan ini harus dicatat melalui Kantor Kementerian Agama setempat hal ini
sangat perlu dilakukan mengingat perkawinan itu resmi di mata undang-undang
resmi di mata agama dan dibidang sosial . Banyak aspek-aspek yang
diperhitungkan untuk pentingnya sebuah pernikahan itu dicatat melalui Kantor
Kementerian Agama. Di dalam perkawinan dikenal dengan azas monogami yaitu
seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitu juga sebaliknya Wanita
hanya boleh mempunyai seorang suami tetapi pengadilan dapat memberikan izin
kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila pihak yang
bersangkutan tidak Mempunyai ketrunan ,tidak dapat melayani suami atau istri
mempunyai penyakit yang menahun dan tidak melanggar batas-batasan hukum
agama dan kesusilaan selama perkawinan itu berlangsung dengan sebuah

perjanjian yang dapat mengikat kedua belah pihak.*

40 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 1997). him. 4.

41Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 1997). 4.
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Pernikahan adat Bugis akan nampak pada upacara-upacara sesudah akad
nikah dan ini dipenuhi dengan makna yang sangat sakral dengan budaya-budaya
dan akan sarat makna dengan ritual-ritual yang dilaksanakan. Mereka sangat
meyakini dan mempercayai akan makna yang tekandung dengan tradisi-tradisi,
mulai dari tahap berlangsungnya pernikahan sampai pada setelah agad yaitu :

a. Agad nikah (Ipanikkah)

Orang Bugis umumnya beragama Islam. Oleh karena itu, acara akad nikah
dilangsungkan menurut tuntunan ajaran Islam dan dipimpin oleh imam kampung
atau seorang penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sebelum
akad nikah atau ijab gabul dilaksanakan, mempelai laki-laki, orang tua laki-laki
(ayah) atau wali mempelai wanita, dan dua saksi dari kedua belah pihak
dihadirkan di tempat pelaksanaan akad nikah yang telah disiapkan. Setelah
semuanya siap, acara akad nikah segera dimulai.*?

b. Mappasikarawa atau Mappasiluka (persentuhan pertama)

Setelah proses akad nikah selesai, mempelai pria dituntun oleh orang yang
dituakan menuju ke dalam kamar mempelai wanita untuk ipasikawara
(dipersentuhkan). Kegiatan ini disebut dengan mappasikarawa, mappasiluka atau
ma“dusa”™ jenne, yaitu mempelai pria harus menyentuh salah satu anggota tubuh
mempelai wanita. Kegiatan ini dianggap penting karena menurut anggapan

sebagian masyarakat Bugis bahwa keberhasilan kehidupan rumah tangga kedua

423ylaiman Rasyid, Figh Islam: Hukum Figh Lengkap, (Bandung: Sinar Baru
Algensindo,2009), 382.
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mempelai tergantung pada sentuhan pertama mempelai pria terhadap mempelai
Wanita.*®
c. Tudang botting (upacara pernikahan dan perjamuan)

Setelah kedua mempelai duduk bersanding di pelaminan, selanjutnya
diadakan acara nasehat perkawinan. Tujuan dari acara ini adalah untuk
menyampaikan petuah, pesan, dan nasehat kepada kedua mempelai agar mereka
mampu membangun rumah tangga yang sejahtera, rukun, dan damai.**

d. Marola atau Mapparola

Marola atau mapparola adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai
wanita ke rumah mempelai pria. Pengantin wanita diantar oleh iringiringan yang
biasanya membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya. Setelah
mempelai wanita dan pengiringnya tiba di rumah mempelai pria, mereka langsung
disambut oleh seksi padduppa (penyambut) untuk kemudian dibawa ke
pelaminan. Kedua orang tua mempelai pria segera menemui menantunya untuk
memberikan hadiah paddupa berupa perhiasan, pakaian, dan sebagainya sebagai
tanda kegembiraan. Biasanya, beberapa kerabat dekat turut memberikan hadiah
berupa cincin atau kain sutera kepada mempelai wanita, kemudian disusul oleh

tamu undangan memberikan passolo (kado).*®

4 Sulaiman Rasyid, Figh Islam: Hukum Figh Lengkap, (Bandung: Sinar Baru
Algensindo,2009), 382.

4 Sulaiman Rasyid, Figh Islam: Hukum Figh Lengkap, (Bandung: Sinar Baru
Algensindo,2009), 382.

4 Sulaiman Rasyid, Figh Islam: Hukum Figh Lengkap, (Bandung: Sinar Baru
Algensindo,2009), 382.
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3. Tradisi Mappasikarawa
a. Konsep tradisi

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata turatsyang berasal dari
bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf “wara-tsa”. Kata ini  berasal dari
bentuk  masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari
kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat dari kening-ratan.*®

Menurut  Mardimin, tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun
dalam suatu masyarakat dan merupakan kebiasaan kolektif dan  kesadaran
kolektif ~ sebuah masyarakat.2Menurut Soerjono Soekanto, tradisi adalah
perbuatan yang dilakukan berulang-ulang di dalam bentuk yang sama3.
Lebih lanjut menurut Harapandi Dabhri, tradisi adalah suatu kebiasaan yang
teraplikasikan secara terus menerus dengan berbagai simbol dan aturan
yang berlaku pada sebuah komunitas.*’

Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan,
praktek, dan lain-lain  yang diwariskan turun temurun termasuk cara
penyampaian pengetahuan, doktrin, dan praktek. Badudu Zain juga
mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukanturun
temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap

tempat atau suku berbeda-beda. Dalam kamus besar bahasa Indonesia

“Ahmad Ali  Riyadi, Dekonstruksi  Tradisi(Yogyakarta: Ar Ruz, 2007). 119
47 Harapandi Dahri, Tabot Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu, (Jakarta: Citra,
2009).76
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juga disebutkan bahwa, tradisi didefinisikan sebagai penilaian atau anggapan
bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.*®

Tradisi merupakan bagian dari suatu kebudayaan. Tradisi lebih berupa
kebiasaan sedangkan budaya lebih kompleks menca-kup pola-pola perilaku,
bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang
kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam  melangsungkan
kehidupan bermasyarakat.*°

Seiring dengan perkembangan zaman, sentuhan teknologi modern telah
mempengaruhi dan menyentuh masyarakat suku Bugis. Namun, kebiasaan-
kebiasaan yang merupakan tradisi turun-temurun bahkan telah menjadi adat masih
sukar untuk dihilangkan kebiasaan-kebiasaan tersebut masih sering dilakukan,
meskipunn dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan. Nilai-nilai dan
makna masih tetap terpelihara dalam setiap upacara tersebut. Ada dua tahap dalam
proses pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis yaitu tahap sebelum dan
sesudah akad perkawinan. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya,
masyarakat Bugis khususnya menganggap bahwa upacara perkawinan adalah
suatu hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci seperti adat
mappasikarawa tersebut.>°

Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan,

praktek, dan lain-lain  yang diwariskan turun temurun termasuk cara

48 Anisatun Mutiah, dkk, Harmonisasi Agama dan Budaya  di Indonesia Vol 1
(Jakarta: Balai Penelitianan dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009) .15

4% Sudirman, Muh, and Mustaring Mustaring. "TRADISI “MAPPASIKARAWA” DALAM
PERNIKAHAN ADAT BUGIS (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam)." Ash-Shahabah: Jurnal
Pendidikan dan Studi Islam 5.1 (2019): 93

0A Racmah, Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sukawesi Selatan,
(Makassar:Pustaka Daerah Sulawesi Selatan, 2006): 42.
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penyampaian penge-tahuan, doktrin, dan praktek tersebut. Badudu Zain juga
mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukanturun
temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap
tempat atau suku berbeda-beda. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia
juga disebutkan bahwa, tradisi didefinisikan sebagai penilaian atau anggapan
bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.>
b. Makna tradisi Mappasikarawa

Makna mappasikarawa dalam perkawinan masyarakat Bugis yaitu untuk
mengakrabkan kedua mempelai dan melanggengkan sebuah pernikahan agar
menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun bagian-bagian tubuh
tertentu mempelai wanita yang disentuh memiliki makna tersendiri seperti
memegang daun telinga mempelai wanita dengan harapan agar mempelai wanita
selalu mendengar nasehat atau apa yang diperintahkan oleh suaminya.>?

Tradisi Mappasikarawa dalam perkawinan adat Bugis perspektik hukum
Islam. Dari hasil pengkajian dengan pendekatan teologis, filosofis, sosilogis,
antropologis dan yuridis maka dapat dipahami bahwa mappasikarawa adalah
pengetahuan lokal masyarakat Bugis dalam perkawinan. Tradisi mappasikarawa
ini  telah mengakar dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis
sehinggatiadaperkawinan yang luput dari kegiatan mappasikarawa meskipun

dalam pelaksanaan yang berbeda-beda.Taradisi mappasikarawa, dengan melihat

SlAnisatun Mutiah, dkk, Harmonisasi Agama dan Budaya di  IndonesiaVol 1
(Jakarta: Balai Penelitianan dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009). 15

52 Sudirman, Muh, and Mustari Mustari. Eksistensi Tradisi Mappasikarawa Dalam
Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi Pada Masyarakat Desa Di Wilayah Kecamatan
Pitumpanua Kabupaten Wajo). Diss. UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR, 2021.21
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tujuan dan makna yang tekadung di dalamnya pada umumnya bersesuaian dengan

prinsip-prinsip hukum Islam, karena:

a. Mengandung kemaslahatan dan logis.

b. Berlaku umum pada masyarakat di suatu tempat atau minimal dikalangan
mayoritas masyarakatnya.

c. Sudah berlaku sejak lama, bukan ada yang baru akan muncul kemudian.

d. Tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan
prinsip-prinsip umum syariah Islam.

Secara etimologi, kata mappasikarawa terdiri dari dua suku kata yaitu
mappa dan sikarawa. Mappa adalah seperti imbuhan “me”. Sedangkan sikarawa
adalah  saling bersentuhan. Mappasikarawa adalah sebuah proses yang tak
terpisahkan dalam sebuah perkawinan Masyarakat Bugis dengan cara
mempertemukan pengantin pria dan wanita dalam tempat tertentu yang
ditindaklanjutidengan berbagai peri-laku (gau-gaukeng khusus) oleh orang-orang
tertentu dengan harapan agar pengantin tersebut kelak mendapatkan kebahagiaan,
kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan
berumah tangga. Mappasikarawa adalah memegang bagian-bagian tubuh
mempelai wanita sebagai tanda bahwa keduanya sudah sah untuk bersentuhan.

Orang yang melakukan kegiatan mappasikarawa ini adalah orang-orang panutan

SAhmad Saiful Anam, Peranan Adat/’Urf dalam Pengembangan Hukum Islam,(Pidato
Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Figih pada Fakultas Syari“ah IAIN Sunan Ampel
Surabaya), . 9
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atau pilihan di dalam masyarakat. Orangpilihan dimaksud disebut pappasi-
karawa.>*

Mappasikarawa merupakan tradisi turun-temurun bahkan telah menjadi
adat masih sukar untuk dihilangkan kebiasaan-kebiasaan tersebut masih sering
dilakukan, meskipunn dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan. Nilai-
nilai dan makna masih tetap terpelihara dalam setiap upacara tersebut. Ada dua
tahap dalam proses pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis yaitu tahap
sebelum dan sesudah akad perkawinan. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan pada
umumnya, masyarakat Bugis khususnya menganggap bahwa upacara perkawinan
adalah suatu hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci.>®

Proses kegiatan mappasikarawa ini diawali setelah akad nikah selesai.
Pengantin lelaki dibimbing menuju kamar mempelai wanita. Dalam penjem-
putan tersebut biasanya pintu kamar tertutup rapat dan dijaga oleh orang-
orangyang memiliki power (kekuasaan) atau dihormati oleh pihak keluarga
mempelai wanita. Pintu baru dapat dibuka jika pihak mempelai laki-laki telah
menyerahkan sesuatu sehingga keluarga mempelai wanita setuju  untuk
membuka pintu kamar. Biasanya pihak mempelai laki-laki menyerahkan
sejumlah materi (uang logam, gula-gula, dan semacamnya). Kalau pihak penjaga
pintu masih tarik menarik belum berkenan membuka  pintu, lalu pihak keluarga
mempelai laki-laki menambahkan dengan sejumlah uang kertas. Adapun maksud

dari gaukeng (perbuatan) ini adalah agar sang suami kelak tidak mudah

5 Sudirman, Muh, and Mustaring Mustaring. "TRADISI “MAPPASIKARAWA” DALAM
PERNIKAHAN ADAT BUGIS (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam)." Ash-Shahabah: Jurnal
Pendidikan dan Studi Islam 5.1 (2019): 93

A.Racmah, Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sukawesi Selatan,
(Makassar:Pustaka Daerah Sulawesi Selatan, 2006): 42.
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menguasai dan memperdaya isterinya, karena diperolehnya dengan susah payah.
Setelah mempelai laki-laki masuk ke dalam kamar, selanjutnya didudukkan di
samping mempelai wanita untuk  mengikuti prosesi mappasikarawa. Terdapat
banyak versi tentang bagian anggota tubuh mempelai wanita yangpaling baik
disentuh pertama kali oleh mempelai laki-laki, tergantung pada niat dari
pappasikarawa. Kemudian mempelai pria memasangkan cincin di jari pengantin
wanita dan duduk disampingnya selama beberapa saat sebelum mereka dipandu
kembali untuk menyalami orang tua pengantin wanita.>®

Mappasikarawa merupakan salah satu prosesi yang dilakukan setelah akad
nikah ditandatangani. Dalam bahasa Bugis, mapasikarawa mengacu pada saling
menyentuh kedua mempelai. Prosesi ini mewakili fakta bahwa keduanya sah dan
dapat bersentuhan satu sama lain.

Mapasikarawa adalah suatu proses yang tidak terpisahkan dalam suatu
perkawinan yang meliputi berkumpulnya kedua mempelai di suatu tempat
tertentu, diikuti dengan berbagai tingkah laku khusus (gau — gaukeng) yang
dilakukan oleh orang- orang tertentu dengan harapan agar kedua mempelai kelak
mengalami kebahagiaan, kedamaian, keselamatan, dan kemakmuran. dalam hal
mengarungi kehidupan berumah tangga.®’

Tradisi Mappasikarawa telah menjadi sesuatu yang wajib diadakan bagi
setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan. Kegiatan tersebut dilakukan

sebelum akad nikah yang mana dalam pandangan Islam kedua mempelai belum

%6Susan B Millar, Perkawinan Bugis.(Makasar: Penerbit Ininnawa. 2009), 100

57Syandri, Syandri, Kasman Bakry, and Salman Al Farisi. "Adat Mappasikarawa pada
Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kaballangan
Kabupaten Pinrang)." BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1.4 (2020): 611-626.
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menjadi suami istri yang sah. Namun, masyarakat masih tetap meyakini adat
istiadat yang di wariskan dari nenek moyang mereka. Sebagaimana contoh tradisi
te’nea di daerah Gowa, awalnya bertujuan baik (silaturahim) dan mempererat
kekerabatan, namun pada perjalananya bergeser pemaknaannya sehingga
berimplikasi pada akidah seorang muslim.®® Tentunya, hal seperti tradisi
Mappasikarawa juga harus dikaji dan diteliti bagaimana pandangan syariat hukum
Islam dalam hal tersebut, karena sesuatu yang bertentangan dengan syariat hukum
Islam tentu tidak boleh dilakukan, dan masyarakat harus rela meninggalkannya
meskipun adat tersebut telah diwariskan secara turun temurun dan telah mandarah
daging. Terlebih lagi jika adat istiadat dijadikan sebagai sesuatu yang harus
dikerjakan dan dijadikan sebagai suatu kepercayaan tertentu. Dalam kaidah fikih
disebutkan:
N AR R WA

Terjemahnya

Hukum asal terhadap sesuatu adalah boleh®®

Sebagian dari kaum muslim terutama di daerah Bugis, mewajibkan adanya
ritual seperti ini, dengan alasan ketakutan akan terjadinya hal-hal yang tidak
diinginkan, misalnya mempelai pria tidak di sukai oleh istrinya, yang mana
akhirnya akan terjadi perceraian. Untuk itu, dalam menghindari hal-hal yang tidak

diinginnkan, maka didatangkan Pappasikarawa. Pappasikarawa adalah orang

%A Racmah, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan
Makassar:Pustaka Daerah Sulawesi Selatan, 2006) 104

Muhammad Sidqi Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Burni Abi al-Hari$ al-Gazz1, al-Wajiz
F1 Idahi Qawa’id al-Figh al-Kulliyyah (Cet. V; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1422 H/2002 M),
191
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dipilih dan diberikan kepercayaan untuk mempertemukan mempelai pria dan
wanita ditempat yang telah disediakan.®

Tradisi Mappasikarawa dalam perkawinan adat Bugis perspektik hukum
Islam. Dari hasil pengkajian dengan pendekatan teologis, filosofis, sosilogis,
antropologis dan yuridis maka dapat dipahami bahwa mappasikarawa adalah
pengetahuan lokal masyarakat Bugis dalam perkawinan. Tradisi mappasikarawa
ini  telah mengakar dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis
sehinggatiadaperkawinan yang luput dari kegiatan mappasikarawa meskipun
dalam pelaksanaan yang berbeda-beda.

Taradisi mappasikarawa, dengan melihat tujuan dan makna yang tekadung
di dalamnya pada umumnyabersesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam,
karena; 1) Mengandung kemaslahatan dan logis, 2) Berlaku umum pada
masyarakat di suatu tempat atau minimal di kalangan mayoritas masyarakatnya,
3) Sudah berlaku sejak lama, bukan adat yang baru akan muncul kemudian, 4)
Tidak bertentangan dengan dalilsyara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip-
prinsip umum syariah Islam.5!

Pelaksanaan mappasikarawa adat Bugis secara umum dalam prosesnya
terdapat simbol-simbol yang sarat akan makna sehingga sangat penting diketahui
makna dari simbol-simbol adat mappasikarawa tersebut. Adapun simbol simbol

yang ada pada adat mappasikarawa salah satunya adalah mempertemukan antara

80Syandri, Syandri, Kasman Bakry, and Salman Al Farisi. "Adat Mappasikarawa pada
Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kaballangan
Kabupaten Pinrang)." BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1.4 (2020): 611-626.

81Sudirman, M., & Mustaring, M. (2019). TRADISI “MAPPASIKARAWA” DALAM
PERNIKAHAN ADAT BUGIS (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam). Ash-Shahabah: Jurnal
Pendidikan dan Studi Islam, 5(1), 91-100.
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ibu jari (jempol) tangan laki-laki dan perempuan hingga saling berhadapan.
Simbol-simbol yang terdapat pada prosesi mappasikarawa bukan sekedar simbol
tanpa makna. Terdapat pesan komunikasi tersirat dalam simbol tersebut. Selain
itu, dengan memahami setiap makna yang terkandung dalam tradisi
mappasikarawa maka secara otomatis akan menumbuhkan minat seorang untuk
terus mempertahankan dan bahkan mempelajarinya. ®?

C. Karangka Berfikir

kerangka pikir di sampaikan dalam skema sebagai berikut:

Pemahaman Masyarakat

\ 4

Tradisi Mappasikarawa

Pernikahan Adat Bugis

Islam

Tinjauan Hukum Keluarga

Hasil

A

\ 4

Peneliti akan mengungkapkan mengenai tradisi mappasikarawa.
Berdasarkan hasil observasi nilai sosial yang ada dalam upacara adat perkawinan
suku Bugis masih sangat kuat, bagi masyarakat Sulawesi Selatan, pada umumnya
Masyarakat Bugis menganggap bahwa upacara perkawinan merupakan suatu hal
yang sakral mengandung nilai-nilai yang suci, maka dari itu peneliti bermaksud

untuk meninjau tradisi tersebut dalam prespektif hukum keluarga Islam.

82Arini Safitri, dkk. Tradisi Mappasikarawa Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di
Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya, 1(1), 2018: 57
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Salah satu fenomena yang menarik pada masyarakat Bugis yaitu memiliki
komitmen tradisional yang kuat dalam melakukan kegiatan perkawinan, karena
selain mereka berpegang teguh pada ajaran agama juga berpegang teguh pada
tradis/adat yang dianut serta diyakini kebenarannya secara turun temurun.
Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah ungkapan “narekko tomappabbotting
sitongkoi ade’e sibawa gaukengnge, syara sanre ade’, ade’sanre wari,wari sanre
tulida” maksudnya : dalam melaksanakan proses pernikahan antara adat dan
perbuatan sejalan seiring, syara’ bergandengan dengan adat, adat bergandengan
dengan tatanan sosial, tatanan sosial yang baik diikuti dan dilaksankan secara
turun temurun dalam masyarakat. Perkawinan merupakan suatu peristiwa sangat
penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya
menyangkut laki-laki dan perempuan yang akan menikah, tetapi juga orang tua

kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga kedua mempelai.®

63St. Amina.2001, “Adat dan Upacara Pekawinan Daerah Sulaewsi Selatan “ Dinas
Kebudayaan
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METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan
atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasioanal dan
terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal, untuk
mendapat hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode
sebagai berikut.
A. Jenis penelitian

Jenis ini menggunakan penelitian deSkripsi kualitatif, yaitu penelitian
yang dimaksud mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada,
yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.
Penelitian kualitatif, di sisi lain, mengumpulkan data melalui metode seperti
wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Dalam penelitian ini,
diinterpretasikan dan dianalisis dengan mnggunakan metode seperti analisis
konten, analisis tematik, atau analisis persepsi. Penelitian kualitatif umumnya
dilakukan dengan menggunakan sampel yang lebih kecil dan mngambil sampel
yang dipilih secara purposive.®

Penelitian kuantitatif menggunakan metode statistik untuk menganalisis
data yang di peroleh. Dalam penelitian ini, data diukur dengan menggunakan
skala yang dapat diukur seperti skala numerik, dan dianalisis menggunakan teknik

statistik seperti regresi, variansi, atau uji test penelitian kuantitatif umumnya

84Siharismi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta:PT>Asdi Mahasatya,2019),234.
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dilakukan dengan menggunakan sampel yang besar dan mngambil sampel secara
acak dari populasi yang ingin di teliti.

Penelitian empiris adalah metode penelitian yang didasarkan pada
pengumpulan data melalui observasi dan eksperimen. Penelitian ini bertujuan
untuk menguji hipotesis atau teori yang ada dengan mengumpulkan data yang
dapat diukur dan dianalisis. Penelitian empiris dapat digolongkan ke dalam dua
kategori utama, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif.

Penelitian empiris memerlukan desain yang bai dan metode yang valid dan
reliabel untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Hal ini penting untuk
memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat diandalkan dan dapat
diiterpretasikan dengan benar. Selain itu, penelitian empiris harus dilakukan
dengan etika yang baik dan harus memperhatikan hak-hak subjek penelitian.

B. Pendekatan penelitian

Sebuah penelitian memerlukan pendekatan penelitian, sehingga penelitian
menggunakan pendekatam Normatif, Sosiologi. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normative yaitu pendekatan
yang bermuara pada teks-teks keagamaan vyaitu Al-Qur’an, al-hadits, serta
pendapat ulama. Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang
dikaitkan dengan teori-teori sosial khususnya sosiologi keluarga.®®

1. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi
ajarannya yang pokok dan asli dari tuhan yang di dalamnya belum terdapat

pemikiran manusia.

85Zulfi Diane Zaini, Jurnal, Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan
Normatif Sosiologis dalam Penelitian llmu Hukum, (Fakultas Hukum Universitas Bandar
Lampung: Pranata Hukum, 2011) 128-129.
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2. Pendekatan Sosiologi adalah pendekatan yang menjelaskan tentang
hubungan antar masyarakat yang satu dengan yang lain.®

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu Desa Bone
Subur, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Lokasi tersebut
dipilih peneliti karena lokasi ini dianggap cukup efektif untuk diteliti dan dikaji
lebih dalam, karena lokasi tersebut mayoritas masyarakatnya bersuku Bugis dan
tentunya beragama Islam. Penelitian ini dilakukan dimulai bulan Maret hingga
April 2024.
D. Sumber Data Penelitian

Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut
data primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan
kedua disebut dengan data skunder.®’
a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secaralangsung dari sumber data
yang diteliti. Pengumpulan data primer dlakukan dengan cara melakukan sesi
wawancara secara langsung kepada narasumber penelitian, pertanyaan yang
diajukan, baik yang terdapat dalam wawancara juga peneliti melakukan
pengamatan secara langsung terhadap responden penelitian.

b. Data skunder

®Riduan Husdarta Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian, Bandung:
Alfabeta,(2012), 65

7Suhami Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,Ed.rev.,Cet Ke-14
(Jakarta:Rineka Cipta,2010), 117.
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Data skunder adalah data yang diperoleh dari beberapa pihak tertentu yang
terkait serta berhubungan dengan penelitian.
E. Metode pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang valid untuk memperoleh informasi yang
jelas, tetap, dan lengkap mala penelitian menggunakan beberapa teknik, sebagai
berikut:
1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara
sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan
pencatatan ini dilakukan objek tempat terjadinya peristiwa. Dalam penelitian ini
peneliti melakukan observasi langsung terhadap tempat penelitian dilapangan dan
dilakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh.®®
2.  Wawancara

Wawancara atau interview yaitu suatu bentuk komunikasi verbal semacam
percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan alat
pengukur informasi yang dilakukan seseorang secara lisan antara dua orang atau
lebih, dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang
dituju. Kemudian dari hasil wawancara diolah dan dikolaborasikan dengan data
yang dikumpulkan dari beberapa pola pengumpulan yang diinginkan peneliti. °

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara
menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan, namun peneliti menyiapkan

alat lainnya seperti kamera, perekam suara, buku, pulpen dan selembar kertas

88 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2004), 134.
89S.Nasution, Metode Research:Penelitian llmiah, Jakarta: Bumi Aksara, (2014), 113
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untuk mencatat beberapa hal menarik dan penting untuk diperoleh dalam proses
wawancara.
3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan mencatat dan mengambil
sumber tertulis yang ada. Dokumentasi merupakan data yang dikumpulkan oleh
peneliti yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan atau gambar yang berkaitan
dengan penelitian.”
F. Teknik Pengolahan Data

Teknik mengolah data kualitatif terdiri dari pengumpulan data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan serta saran. Tahap awal dalam pengolahan data
kualitatif adalah pengumpulan data yang terdapat beberapa metode yang bisa
digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dari hasil wawancara secara
langsung melalui diskusi dari beberapa pertanyaan yang diajukan dari hasil
wawancara.”
G. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih

mudah di baca dan dipahami, Tentunya dokumen yang dirangkum merupakan
dokumen yang relevan dengan kegiatan studi yang akan dilakukan. Data yang
diperoleh dalam penelitian ini melalui metode pengumpulan data berupa data
mentah yang dianalisis secara seksama sehingga data tersebut dapat dikaji dalam

keadaan sebuah pembahasan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan

“Amirul Hadi Haryono, Metodeologi Peneltian Pwndidikan Il, (Bandung: Pustaka Setia,
1998), 83.

T Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Prosdakarya,
2008), 216.
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keabsahannya.”> Maka peneliti akan mengalisis data yang bersifat khusus berupa
tradisi mappasikarawa dalam pernikahan adat Bugis, kemudian akan ditarik

kesimpulan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

2 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Prosdakarya,
2008), 248.



BAB IV
DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Keadaan Geografis Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten

Luwu Utara

Desa Bone Subur merupakan salah satu desa di Kecamatan Sabbang Selatan,
Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki luas wilayah
1.840 Ha, secara geografis desa Bone Subur berbatasan dengan wilayah yaitu:
Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Teteuri (Kecamatan Sabbang Selatan,)
Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Lawewe, Sebelah Timur, berbatasan
dengan Desa Lembang-Lembang, Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Batu
Alang (Kecamatan Sabbang Selatan).”

Desa Bone Subur terdiri dari 6 Dusun yang tersebar, antara lain terdiri dari:
Dusun Bone Subur, Dusun Minanga Tallu, Dusun Tetewaka, Dusun Neletok
Bawah, Dusun Neletok Atas.

2. Keadaan Penduduk Desa Bone Subur
Adapun jumlah penduduk desa Bone Subur di representasikan dalam

tabel sebagai berikut:

3 Data Statistik Kantor Desa Bone Subur, (Bone Subur:Kantor Desa, rabu 10 April
2024).
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Tabel 4.1
Jumlah Penduduk
No Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki-laki 753 Jiwa
2 Perempuan 730 Jiwa
Jumlah 1.483 Jiwa

Sumber data: Kantor Desa Bone Subur, data olahan tahun 2024

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat kita pahami bahwa jumlah penduduk
berjenis kelamin laki-laki yang terdata di Desa Bone Subur sebanyak 753 jiwa,
dan penduduk berjenis kelamin perempuan yang terdata di Desa Bone Subur
sebanyak 730 jiwa, sehingga total penduduk Desa Bone Subur sebanyak 1.483
jiwa. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih
banyak dari jumlah penduduk perempuan.’

Adapun jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan/mata pencaharian di

representasikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian
No Jenis Pekerjaan Laki-Laki | Perempuan Jumlah
Orang
1 Petani 475 46 521
2 Buruh Tani 3 0 3
3 Pegawai Negeri Sipil 2 1 3

74 Data Statistik Kantor Desa Bone Subur, (Bone Subur:Kantor Desa, rabu 10 April
2024).
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4 Pedagang barang kelontong 1 0 1
5 Dokter Swasta 0 3 3
6 Perawat Swasta 1 1 2
7 Ahli pengobatan Alternatif 2 10 12
8 Guru Swasta 2 1 3
9 Dukun Tradisional 0 1 1
10 | Wiraswasta 7 0 7
11 | Tidak mempunyai pekerjaan 11 37 48
tetap

12 Belum Bekerja 26 33 59
13 Pelajar 221 193 414
14 Ibu Rumah Tangga 0 403 403
15 Karyawan Honorer 0 1 1
16 | Pialang 2 0 2
17 | Jumlah Total (Orang) 753 730 1.483

Sumber data: Kantor Desa Bone Subur, data olahan tahun 20247°

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jenis pekerjaan yang

menjadi mata pencaharian warga Desa Bone Subur diantaranya adalah petani

sebanyak 521 orang, buruh tani sebanyak 3 orang, pegawai negeri sipil sebnyak 3

orang, pedagang barang kelontong sebanyak 1 orang, dokter swasta sebanyak 3

orang, perawat swasta sebnyak 2 orang, ahli pengobatan alternatif sebanyak 12

orang, guru swasta sebanyak 3 orang, dukun tradisional sebanyak 1 orang,

wiraswasta sebanyak 7 orang, tidak mempunyai pekerjaan tetap sebanyak 48

2024).

75 Data Statistik Kantor Desa Bone Subur, (Bone Subur:Kantor Desa, rabu 10 April
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orang, belum bekerja sebanyak 59 orang, pelajar sebanyak 414 orang, ibu rumah
tangga sebanyak 403 orang, karyawan honorer sebanyak 1 orang, pialang
sebanyak 2 orang, jadi jumlah penduduk pekerjaan/mata pencaharian sebanyak
1.483 orang.’®
3. Kehidupan Agama, Suku, dan Pendidikan

Agama merupakan pegangan hidup bagi setiap manusia. Agama sangat
mempengaruhi setiap perbuatan seorang. Penduduk Desa Bone Subur mempunyai
beraneka macam penganut agama, sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
Hal ini disebabkan penduduk desa ini bukan saja penduduk asli tapi sudah
bercampur baur dengan pendatang, yang beraneka macam agamanya, untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Klasifikasi Penganut Agama
No Agama Laki-Laki Perempuan
1 Islam 685 663
2 Kristen 49 51
3 Khatolik 19 16
4 Jumlah 753 730

Sumber data: Kantor Desa Bone Subur, data olahan tahun 2024
Berdasarkan tabel 3 klasifikasi penganut agama masyarakat Bone Subur

diantaranya, Agama Islam laki-laki sebanyak 685 dan perempuan sebanyak 663
sehingga penganut Agama Islam berjumlah 1.348 orang. Kristen laki-laki

sebanyak 49 dan perempuan 51 sehingga jumlah penganut Agama Kristen

8 Data Statistik Kantor Desa Bone Subur, (Bone Subur:Kantor Desa, rabu 10 April
2024).
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sebanyak 100 orang. Khstolik laki-laki sebanyak 19 dan perempuan sebanyak 16
sehingga jumlah penganut Agama khatolik sebanyak 35 orang. ’’
Penduduk asli daerah Bone Subur adalah suku Bugis. Selain suku Bugis

terdapat juga suku yang lain, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di

bawabh ini:
Tabel 4.4

Penyebaran Suku Desa Bone Subur
No Suku Jumlah
1 Bugis 1.213
2 Toraja 138
3 Jawa 16
4 Luwu 116

Sumber data: Kantor Desa Bone Subur, data olahan tahun 2024
Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat desa Bone Subur

adalah suku Bugis sebanyak 1.213orang, disusul suku Toraja sebanyak 138
orang, Luwu sebanyak 16 orang, dan suku Jawa sebanyak 116 orang.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan pemerintah telah membangun
sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia, dan tidak ketinggalan di
Kecamatan Sabbang Selatan terkhusus desa Bone Subur. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:’®

7 Data Statistik Kantor Desa Bone Subur, (Bone Subur:Kantor Desa, rabu 10 April
2024).

8 Data Statistik Kantor Desa Bone Subur, (Bone Subur:Kantor Desa, rabu 10 April
2024).
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Tabel 4.5
Jumlah Sarana Pendidikan
No Srana Pendidikan Jumlah
1 TK 1
2 SD 1
3 SMP 1

Sumber data: Kantor Desa Bone Subur, data olahan tahun 2024
B. Pembahasan
1. Proses Pelaksanaan Adat Mappasikarawa Dalam Perkawinan Suku
Bugis di Desa Bone Subur
Praktik mappasikarawa ini tidak diketahui kapan pertama Kkali
digunakan dalam perkawinan suku Bugis di Desa Bone Subur. Orang yang
menuntun proses mappasikarawa merupakan orang pilihan, panutan bahkan
yang dituakan di masyarakat. Orang yang dimaksud adalah pappasikarawa.
Kegiatan ini dianggap penting dalam prosesi pernikahan suku Bugis karena
masih banyak masyarakat yang percaya bahwa keberhasilan suatu rumah
tangga tergantung pada sentuhan pertama mempelai laki-laki terhadap
mempelai perempuan.”
Adat mappasikarawa merupakan salah satu prosesi adat dalam
pernikahan suku Bugis yang dilakukan setelah akad nikah ditandatangani.

Dalam bahasa Bugis, mapasikarawa mengacu pada saling menyentuh kedua

% Alvina Damayanti dan Ummisalami. Tinjauan Hukum Islam pada Praktik
Mappasikarawa Dalam Perkawinan Suku Bugis, Vol.11, No.1, (Jurnal lImu-limu Hukum Dan
Syariah, 2022).44-45.
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mempelai, yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Prosesi adat
ini dianggap sebagai suatu prosesi yang mewakili fakta bahwa keduanya sah
dan dapat bersentuhan satu sama lain. Mapasikarawa adalah sebuah proses
yang tidak terpisahkan dalam suatu perkawinan yang meliputi berkumpulnya
kedua mempelai di suatu tempat tertentu, diikuti dengan berbagai tingkah
laku khusus (gau — gaukeng) yang dilakukan oleh orang- orang tertentu
dengan harapan agar kedua mempelai kelak mengalami kebahagiaan,
kedamaian, keselamatan, dan kemakmuran dalam hal mengarungi kehidupan

berumah tangga.®

Drs. Muhammad Said, selaku tokoh adat setempat di Desa Bone Subur
beliau berpendapat mengenai sebelum melakukan pernikahan suku Bugis,
bahwa:

Sebelum adanya kesepakatan dari kedua belah pihak maka terlebih
dahulu melihat kondisi pria dan wanita dari segi kepri